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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esal/lda
Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten
Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi Atas
Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
, ey / J Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
F’ ) l =3 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
=g Lt Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A REREIRARRR . Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala
Pengambangan Dan Inovasi Dasrah  Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang
e Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan
sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk
mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021 berdasarkan pada
sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng. Dengan dokumen ini diharapkan agar Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta
mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat.
Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang
transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan
kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat
dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan
Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan
untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

-

Singaraja, 4 Januari 2021
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1.2

BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada
hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
menjadi salah satu cita- cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun
bagi masyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah
untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan
masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara
sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematik.
Penanganan tindak korupsi secara sistimatik ini antara lain dilakukan dari segi
preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang
mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu
mengadakan perencanaan, perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja sesuai
dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang
Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai
suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
menetapkan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagai komitmen
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam
Rencana Strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

Kabupaten Buleleng.

Struktur Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng

Struktur Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
sesuai Peraturan Bupati Buleleng nomor 3 Tahun 2027 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Badan
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng terdiri dari :




1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
b. Sub Bagian Perencanaan;
3. Bidang Sosial dan Pemerintahan membawahi :

a. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
b. Sub Bidang Kependudukan Pemberdayaan dan Desa;
c. Sub Bidang Penyelenggaraan dan Pengkajian Peraturan;
4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
a. Sub Bidang Ekonomi;
b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
¢. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana;
5. Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahi :
a. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
b. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
c. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;

Sekretariat dan Bidang, masing — masing dipimpin oleh seorang Sekretaris,
Kepala Bidang, yang semuanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.
Dalam menjalankan kegiatan operasional Badan Penelitian, Pengembangan
dan Inovasi Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
1.3. URAIAN TUGAS

1.3.1. KEPALA BADAN.
Kepala Badan mempunyai tugas dan fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Daerah berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh
Bupati serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah, berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;
c. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;




13.2,

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Melaksanakan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian
dilingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
Melaksanakan pengelolaan tata usaha, keuangan, dan aset, dilingkungan
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah:

Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis
penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;

Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program
dan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;

Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian,
pengembangan dan inovasi daerah;

Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian kebijakan
lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;

Merumuskan dan mengkoordinasikan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi
daerah;

Merumuskan dan mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
atas pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;

. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya

sesuai bidang tugas dan permasalahannya;

Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada Bupati melalui
Sekda; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

SEKRETARIAT.

Sekretariat, mempunyai tugas dan fungsi :

Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi Daerah, serta ketentuan
Perundang-undangan;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Mengkoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan adminitrasi kepada
seluruh satuan organisasi dilingkungan Badan Penelitian, Pengembangan
dan Inovasi Daerah;

Melaksanakan wurusan surat menyurat, keuangan, rumah tangga,
perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan

perpustakaan;




f. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Badan
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah:;

g. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Badan;

h. melaksanakan tatausaha barang di lingkungan Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah;

i menyusun rencana kerja, membuat laporan kegiatan dan membuat laporan
pertanggung jawaban keuangan Badan Penelitian, Pengembangan dan
Inovasi Daerah;

. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran Badan dan UPT:

k. Mengkompilasi bahan dan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT),
Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP);

| Menyusun dan menghimpun Standar Pelayanan (SP) dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Daerah;

m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan: dan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1.3.2.1. SUB BAGIAN PERENCANAAN.

Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan data
dan program Sekretariat dan ketentuan perundang-undangan;

b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
Menyusun rencana anggaran Badan, yang meliputi penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

e. menyusun dan membuat program/rencana kerja Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah;

f. mengkompilasi bahan dan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT),
Perjanjian kerja dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan;

g. menyusun dan membuat Standar Pelayanan (SP) Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah;

h. Melaporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.




1.3.2.2. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

a.

Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas dan fungsi:

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan,
berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan perundang-
undangan;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Menyusun dan membuat laporan Badan Penelitian, Pengembangan dan
Inovasi Daerah;

Memberikan pelayanan adminitrasi kepada seluruh satuan organisasi
dilingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
Melaksanakan wurusan surat menyurat, keuangan, rumah tangga,
perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan
perpustakaan;

Melaksanakan penatausahaan barang di Badan Penelitian, Pengembangan
dan Inovasi Daerah;

Memberikan dan melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian yang
meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, bezetting pegawai,
berkala, pensiun dan menyusun data pegawai;

Menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan
kesejahteraan pegawai;

Menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)
Badan;

Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan
Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP),

Menyusun dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;

Menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan pertanggung
jawaban keuangan Badan;

Menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan, pembukuan
perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan;

Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan yang meliputi
penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), dan Surat Perintah Membayar
(SPM),




p. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS),

Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU),
Tambahan Uang (TU), serta menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);

q. Melakukan verifikasi SPP, verifikasi harian atas penerimaan, Akuntasi,

Pembayaran gaiji, tunjangan dan kesejateraan pegawai;
Melaporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1.3.3. BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

a.

Bidang Sosial dan Pemerintahan, mempunyai tugas dan fungsi:

Menyusun rencana kegiatan Bidang Sosial dan Pemerintahan, berdasarkan
data dan program Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah serta
ketentuan perundang-undangan;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran
penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;

Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial
dan pemerintahan;

Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan
pemerintahan;

Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian
dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan,

Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian
peraturan;

Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk
diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

Pelaksanaan administrasi dan tata usaha badan;

Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang
tugasnya kepada atasan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.




1.3.3.1. SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

Sub Bidang Sosial dan Budaya, mempunyai tugas dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Sosial dan Budaya, berdasarkan
data dan program Bidang Sosial dan Pemerintahan dan ketentuan
perundang-undangan;

b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan,
kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan;

e. Melaporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3.3.2. SUB BIDANG KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
mempunyai tugas dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, berdasarkan data dan program Bidang Sosial dan
Pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan;

b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja,
pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa,
ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi
masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa;

e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.




1.3.3.3.

suB BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PENGKAJIAN PERATURAN

Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan,
mempunyai tugas pokok dan fungsi :
Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pengkajian Peraturan, berdasarkan data dan program Bidang Sosial
dan Pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan;
Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan:;
Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan penelitan dan pengembangan di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah,
pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi
birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:
Penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan
peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
Melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk
diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3.4. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas dan fungsi :

a.

Menyusun rencana kegiataan Bidang Ekonomi dan Pembangunan,
berdasarkan data dan program Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Daerah serta ketentuan perundang-undangan;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran
penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang

ekonomi dan pembangunan;
Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan
pembangunan;




1.3.4.1.

a.

1.3.4.2.

a.

Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian
dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;

Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan:
Pelaksanaan administrasi dan tata usaha;

Melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya kepada atasan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BIDANG EKONOMI

Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas dan fungsi:
Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ekonomi, berdasarkan data dan
program Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan ketentuan perundang-
undangan;
Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil
dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik
Daerah;
Melaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas
dan fungsi :
Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup, berdasarkan data dan program Bidang Ekonomi dan
Pembangunan dan ketentuan Perundang-undangan,
Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam
pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;




1.3.4.3.

d. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugas dan permasalahannya;

e. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara
mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang
berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;

f.  Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai
bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

g. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan,
pertanian, perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya
mineral, dan perkebunan.

h. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang
tugasnya kepada atasan; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH FISIK DAN PRASARANA

Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana, mempunyai tugas
dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan
Prasarana, berdasarkan data dan program Bidang Ekonomi dan
Pembangunan dan ketentuan Perundang-undangan;

b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan,;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

d. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek
perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan,
pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi, informatika dan statistik, sub
urusan pemadam kebakaran dan penangulangan bencana;

e. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang
tugasnya kepada atasan; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
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1.3.5. BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

Bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai tugas dan fungsi :

a.

1.3.5.1.

Menyusun rencana kegiatan Bidang Inovasi dan Teknologi, berdasarkan data
dan program Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah serta
ketentuan perundang-undangan;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan:;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran
penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi
dan teknologi;

Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;

Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang
inovasi dan teknologi;

Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang
inovasi dan teknologi;

Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian
dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan
teknologi;

Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang
inovasi dan teknologi,

Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil
kelitbangan;

Pelaksanaan administrasi dan tata usaha;

Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan,
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BIDANG INOVASI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, mempunyai tugas dan
fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan

Teknologi, berdasarkan data dan progran Bidang Inovasi dan Teknologi dan

ketentuan perundang-undangan;
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1.3.5.2.

1.3.5.3.

b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan:;

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

d. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan
perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi.

e. Melaporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

SUB BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, mempunyai tugas dan
fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan
Teknologi, berdasarkan data dan program Bidang Inovasi dan
Pengembangan dan ketentuan perundang-undangan;

b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

d. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang
bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan
teknologi.

e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

SUB BIDANG DISEMINASI KELITBANGAN

Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan, mempunyai tugas dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan,
berdasarkan data dan program Bidang Inovasi dan Pengembangan dan
ketentuan perundang-undangan;

b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan,

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur
dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif,
penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil
kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual,

e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
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1.4.

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu
janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah
kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja
Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun
secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil
(outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana aksi terhadap
Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi

b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik

c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah

b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah

c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran instansi pemerintah

d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
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2.1.

.

BAB Il
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

Tujuan Dan Sasaran Strategis

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan
dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat
memberikan arah terhadap tujuan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Daerah Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran, sedangkan sasaran
merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran
melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah
ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah
dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan
misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun
waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam
rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk
sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran
menggambarkan hal — hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui
tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai
(realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2)
sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada
satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan
sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Strategis Perangkat
Daerah/RENSTRA). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi
dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021
dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Daerah Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng Tahun 2021.

Indikator dan Target Kinerja Utama
Dalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang

melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja
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merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan
komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai
keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan

kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara
kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk
menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah
tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur
dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.
Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah
haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan
pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di
bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian
Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten
Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcome) dan
menggambarkan ukuran keberhasilan Badan Penelitian, Pengembangan dan
Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, Keberhasilan pelaksanaan urusan Penelitian
dan Pengembangan merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja
pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah
diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai
dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja
merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai
melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan  demikian, setelah  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat
menetapkan Target Kinerja tahun 2021 sebagai Rencana Aksi terhadap

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Aksi terhadap
Perjanjian Kinerja)
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BAB Iil
PENUTUP

Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut
tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di Badan
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian
rencana aksi terhadap perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus
diwujudkan oleh setiap pejabat di Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan
dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Capaian Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Badan
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng ini diharapkan
dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja Badan Penelitian, Pengembangan
dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dan dapat memacu bawahannya untuk lebih
meningkatkan  kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta
mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasan nya dan kepada masyarakat.
Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen
pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu
peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja ini
merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian Dokumen Rencana Aksi
terhadap Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis
yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.
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RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

TAHUN 2021
Target Kegiatan Sub Keglatan
We Sasaran Koglatan Indikator Kinerjs Program Anggaran {Rp) Anpgarn (Rpj erangan
TWD | TW | Twl | TW.IV Uralan Indikator Cutcome Uralan Inclieator Output s
1 2 3 5 &= 7| ¢® [ 10 1 12 13 14 15 18
1 |Persentase Dokumen Anggaren SKPD, Jurmiah Dokumen Perencanaan 500 oo o) 0,00 Program Penunjang Urusan Ferancangan, Penganggaran, | Jurtiah Dokumen Pesercamaan Peranghat 94 445 430,00 | Penyusunan Dokumen Perentansan Dosrah * 48 59900
Persentase Sistem Pelaporan Capaian Perangkal Daerah Pemarintahan Dacrah dan Evaluest Kinerja Perangksd | Deerah
Kimenja den Keusngan Daeran
Jumigh Panyussnan Diokumen 1,00 0,00 0,001 0,00 Jurriah Penyusunan Dokurnen RIA SKPD Koordnas dan Pemyusunan Dokumen REA- B4T 500
RKA SHPD SKPD
Jumiah Dokumen Perubahan RKA{ 100 G00] 000, a0 Juriah Diwumen Perubahan RKA-SKPD koordinas din Penyusanan Cokumen BA7 50
SKEPD Perubatan REA-SKPD
Jurmiah Dowumen DPA-SRPD  |1,00 omo| opo| oo iz Dokurren DPA-SKED Keordines dan Panyusunan Dokimen DPA. 101250
SHPD
Jumiah Dokuman Pearubahan 100 0,00 0,00 0,00 Jumish Dakumen Perubatan OPA-SKPD Koordnas: dan Penyusunan Dokymen 101250
OPA-SHFD Peibahan DPA-SKPD
Jumiah faporan Capaian Kinena | 000 0,00 0,00 1,00 Jusmiah lgporan Capasan Kinefla Koordnas dan Penyusunan laporan Capaan 613800
Kinena dan ithiser Reaisast Kinera SKPD
Jumizh Dokumen Evibues Kinera |3,00 3g0]  3p0] 40 Jumiah Dok men Eveluasi Kmerjg Evaluas Kmerg Perangial Doersh 3512690
Peranghat Dasran Peranghat Daetah
2 _._.u.m.wm_._ﬁmm Dokumen Anggaran SKPD, dumeh Penyedaan Gag dan 300 300 300/ 3,00 Administras Keuangsn Jumlah Penyedizan Gaji dan 2618 737 310 00 | Penyedaan Gay dan Tumjengan ASN 3473425000
Parsentase Sistem Pefaporan Capelan Tunfangan ASN Perangfat Dacral Tunjangan ASN
Ko dan Kauangan
Jurniah Honor yang & bayarkan |3.00 300 3.00 3,00 Jumigh Honor yang di bayerkan Peinisanasn Penatausanaan dan Pengugan/ 435 055000
aniikasi Kevangan SKPD
Jumish Pasporen Kevengan D00 000 om| 100 Jumizh Petsporan Revangan Koordings: dan Penyusunan Laperan 167310
Keunngan Akhr Tahun SKPD
Jurrdzh keporan Keuangat 300 300 3,00 3,00 Jiah teporan Kevangan Koordinas: dan Penyusunan Laporan 7085000
Keuangan | Trwdan/ Semesteran SKPD




Target

Kegiatan

Sub Kegiatan

Sasaran Kegiatan indlkator Kinerja am Anggaran Anggaran (Rp) | Keterangsn
< TW. | TWo| Twa | TW.IV o Ursian Indikator Outcome v Uralan Inclkator Output
2 3 5 [ Flase [] 10 1 12 13 14 15 [
P i Per Jumiah Penddian dan Pdathan  |000 1,00 100] 000 Admamsiras Kepegawaan Jumiah Fendidkan dan Pelalivan formdl 10 000 000 00| Pendsien dan Pelaian Pegaws - 10.000 000
Daerah forna Petangke| Daerah barrasarkan tiss dan tungsi
P 4 an Adminis: Jumieh komponsn Instias Lsirk [2.00 2100 200 100 Adminstrast Limum Perangiet | Jumlah kamponen Inslalas Lsik 316.316.836,00 | Ponyedaan kvnponen nstaas Listi 9218330
Perkanioran Dageah Penetangan Bangunan kantor
Jumieh Perdatan dan Triwudan | 100 100 100.00 Jumish Pecaiatan dan Perlengiapan kanty Panyedaan Perdatan dan Penenghapan 50.052.000
| Fertangrapan kantor lantor
Jurmitah Panyackaan Bahan Logstk | 3,00 R 3,00 3,00 Jummish Penysdaen Bahan Logsti kantar Peryaciaan Behan Logestk kanio 41784820
Kamar
Jumiah Barang celak dan 100 2,00 200 200 Jumiah Barang ceta dan Penggandsan Panysdean Barang cetsian dan Penggandaan 57 895 488
Penggandaan
Jumizh Bahan Bacaan dan 1.00 1.00 100 000 Jumish Behan Bacaan dan Pershean Panyadiaan Bahan Bacean dan Paraturan 13202 200
Peraturan Perundang- Undangan Perundang: Undangan Paryndang- Undangan
Jumiah Makanan dan Mnuman 100 100 0,00 0,00 Jumiah Makznan dan Mituman Faslitaa Kungengan Tamu 1360000
Jumialy Rapat koor dinasi gan 98,00 100,00]  10000) 100,00 Jumizh Rapat koordnas: dan Kensutas | [Panyslenggraan Rapal kecrdinas can 144,806 N0
Kansutesi | Koordmast Keluer! | Koordinast Ketuar? Detern Dasah Konsultasi SKPD
Dalam Daeran
Parsantase Peayanan Acminsias Jumiah K andstasn Dines .00 a‘alL 000 0,00 Pengadean Barang Mik Dasrah | Jumiah Kendarsan Dinas 35 ta.w%_guvﬂﬁcﬂa Kandaraan dinas Operasicn ats 35440900
Parkantoran Penungng Urusan Pamennish Lapangan
Daerah
Py Palayanan Ac Jumizh Sirat Masuk den Surat (375,00 375,00 37500 37500 Penyedaan Jasa Penurpng | Jumiah Swral Masuk dan Sural Keluer 15124 962 00| Penysciaan Jasa Surst menyurat 24061800
Perbantoran Keluiar Urusan Pemerintsh Daerah
Jumilah rekening Lisirk, Ar dan 1,00 00| 100 0,00 Jurriah rekening Lrsink, Air dan Telepon _ﬂnﬂﬁa&: Jasa Komiinkas Sumbsedays Ar #3.880000
Telepon dan Lsink
Jumish Uni kendaraan 100 1,00 0,00} 0.00 Jumrdah Urd kendaraan Penyedisan Jasa Peraialan dan Perlengkapan 208820000

kantor




Target Kegiaten Sub Kegiatan
Sasaran Kegiatan Indikator Kinarja Program Anggarnn Anggaran (Rpi | Ketermngan
TW. | TW | T | TW.V Uralan Indikator Outcoma o Uraian Indikator Output i
2 3 § 8 7] 8 ] 10 1" 12 13 14 13 16
Jumizh Aet Kebereiran, Jumiah | 200500 200500] 20¢500) 200 022 Jurmiah &zt Kebaraingn, Jumieh Alat Tidis ﬁﬂgﬁﬁﬁ.&mﬁﬂm&wﬂ‘ Umum Kamior - ‘381 806 92
Aat Tulls kanior den Jurlah kanlor can Jumiah Makenan dan Minuman
Makanan dan Minuman Rapat Rapat
Jumnalah Kendaraan Dinas 10.00 10,00 ._a._ua_ 13,00 Pemalinarsan Barang Mik Jurnaah Kendaraan Dinos 116562000 00| Panyediaan Jasa Pemanaraan, Baya B2 110,000
Daerah Penungng Lirusan Pameiharaan, Faak dan Persnan Kendaraan
Pemixinlah Dasrah dnas Operasional dan Lapangan
Jurntah Pameitaraan Pecdaten ]300 3 4 [T Jumiah Peenobiharaan Peraiaten Kompater dan Pemeeharaan peraintan dan Mesin lEnnys 200000
Kompater dan Printer Pl
Jurriah pemeliharaan £ 300 20 400 Jumiah pamelharaan Pedengvapsn | Peemaliharaant Hehabiitas sarana dan 1245300
Pertengkapan Gedung Kanior Gedung Kanlor | Frasarana Gacung Kanior 2fau Bangunan
Lemnya
Peisentss Penibien dan pengammbangan Jurriah Dokumen Fasiitesi 100 0,00 1,00 1,00{Program Panalitian dan Penediian dan pengembangan | Jurnlah Dokuren Fashtas, palaksanaan 272950 000,00 | Fashtas, pelsksanaan dan Evalues Penditan 13060
Bidang Penyslenggarean Pemerintahan pelaksanaan dan Evauasi Par Daamsh EBidang penyaengganain dan Eviluesi Panditan dan dan Pengemangan Didang Aparatur dan
dan pengeagan Pansiian dan Pengembangsn P dan i Peng bidang Aparatur dan Fieformas Browres
bidang Aparstur dan Reformasi pealuran Reformasi Brokrast
Birokras
Jurmiah DokumenFasiitas, 0,00 0,00 B.00] 1,00 Jumish DokumenFasiilas peiaksanaan Fesitasi, pascanaan dan Eveluns Pendifan 268 B50000
polaksanasn den Evaluasi odan Evduesi Peneditan dan dan Pengembangan bideng Ketertban dan
Pansiiian dan Pangambangan Pengembangan bidang Ketertban dan Kalentraman Umum din perlindungan
bdiang Kelertiban dan Felentraman Limum dan petindungan Mesyarakal
Katentraman Limom dan Masyaraial
Persentase Peneiian dan pengembangan Jumiah Dokumen Pencilian dan  [0.00 000 o] 1,00 Penaliian dan pengamoangan | Juriah Dakumen Penaitan dan 38 670 000,00| Panaifian dan Pengembangan Parwsata 18320800
tedang somd den kependudukan Pangembangan Pariwisaly Bidang Sosd dan Pengembangan Pamsisat
kependudukan
Jumiah Dokumen Pensiban den  [0.00 000 e_nm_._ 100 Jurmdah Doxumen Peneiian dan Peneiitian dan Pengembangen Admenisirasi 18 C5 00
Pengembangan Adminstrasi Pangambangan Adminstras hegendudukan dan pencatatan Sipl
Kependudukan dan pencalatan Kependuduian dan pencalalun Sipl
Sl
Parganlass Pamantatan Hasl Pensitian Jurriah dokumien Pendian dan | 0.00 .00 0,00 1,00/ Penetan dah pengemibangan | Jumiah dokumen Peneiian dan 72 600.000,00 | Peneltan den Panpembangan Kopesas!, 18 320000
dan Pangembangen bidang Exanom/ dan Pengembangan Koperas:, Usane Bidang Ekgnomi dan Pangambangan Koperas, Usaha kect dan {Jsaha kecd dan Mensngeh
pembangunan keci dan Menengah Pambangunan Menangah
Jurizh Dokumen Penslifan dan 0,00 0.00 0.00 1.00 Jumish Boumen Panslitien dan Peneliben tan Pengambangan Pertanian, 19320000
Pengembangan Pertanasn, Pengembangan Perkanan. perkebonen perkebunan dan Fangan
perkebunan dan Pangan dan Pargan
Jurniah Dokumen Panditan dan (0,00 0,00 0,00, 1,00 Jumiah Dokumen Peneltisn dan Penediien can Pengembangan Perumahan 6390000
Fangsmbangan Perumahan dan Pangembengen Perumahan dan Kewsasan dan Kawasan pefmuliman
Kawesan parmukiman permukimen
Jummiah Crokumen Peneiitan dan 0,00 0,00] 0.00) 1.00 Jurriah Doaumen Pengiian dan Panaiian can Pengambangan Penatzan 26 971000
Pengembangan Penatsan Ruang Pangembengan Penatsan Ruang dan Ruang dan Pertanahen
can Pertanahan Pertanafan




Targat Kegiatan Sub Kagiatan
¥o Sasaran Keglatan indlkator Kinerja Anggaran (Rp} Anggaran (Rp) | Keterangan
g TWE | TW | TW | TW.V Ursian ndikator Outcoma Urakan Indliator Output
1 2 3 5 L] 7 8 i0 11 12 . 13 : 14 15 16
10| Persentass Pemantastan Inovas dan Jurlah Dokumen Penaan,  |0.00 ool omf| 100 |Pengembangan Inowasi dan | Jumtah Dokaman Penaiia ama.ws_s_wmiﬁ_.vgﬂ% dan Perskayasan - 45 750.000
Teinclog Pengembangan dan Perelanyesan Teknciog Pengembangan can Perckayasan d o Bigang Incvasi dan Teknolog
o Baclang i den I Bidang Teknologl dan Inovasi
Jurniah dokumen L coba den 000 0,00 000 000 Jurriah dokurnen Uy coba dan Panerspan Uj ¢oba dan Penerapan rancang bangun/ 6.800 000
Ponarapan rancang bangun/ : | ncang bangun! Model Refikesi dan Moo Refias dan invensl d bidng Difust
Model Refikas dan invens & mwensi o bidang Dfus Inovasi dan Incovaesi chan Peneragan Teknoiog
badang Difus Inovasi dan Ponerapan Teknoog
Panerapan Teknoog
Jumiah Dokmen Sosalsasidan |00 0.001 100 1,00 Jumlah Gokumen Soselisass dan Sositsas den Desaminas Hasl- hesl 3.300 00
Desemnasi Hasl: hasl Keltbangan Deseminasi Hasi- hast KeltDangan Hesthangan
Jumiah Sosalisas Fasitasi Ha  [0.00 0,00/ 100 0,00 Jumilah Sosidisas Fasiitast Hex kekayaan Fasiitas Hak kekayamn inldekiud 2462550
{kesezayamn Inteiokiua Inteheltyd
TOTAL 5.876.425.000,00) 5.876.425.000
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